BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1881, 2014 KEMENHUB. Pemanduan. Penganggaraan. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 75 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 53 TAHUN 2011
TENTANG
PEMANDUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan
guna menjamin kepastian hukum dan kepastian
berusaha bagi para pelaku usaha, dipandang perlu
untuk mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun

2011 tentang Pemanduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri  Perhubungan  tentang Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun

2011 tentang Pemanduan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);



2014, No.1881

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014,

9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013;
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11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44
Tahun 2011;

12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun
2011 tentang Pemanduan;

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama;

14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 53 TAHUN 2011 TENTANG
PEMANDUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53

Tahun 2011 tentang Pemanduan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Usulan penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan oleh Syahbandar atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan kepada Direktur Jenderal dengan disertai
dokumen yang terdiri atas:

a. peta lokasi perairan yang diusulkan, dilengkapi dengan titik
koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi;

b. hasil kajian perairan yang ditinjau dari faktor kapal yang
mempengaruhi keselamatan pelayaran dan di luar kapal yang
mempengaruhi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4); dan

c. Dberita acara peninjauan lokasi oleh tim teknis Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap persyaratan dan
nilai kesulitan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan
pelayaran dan faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan
pelayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini
dengan menggunakan pembobotan nilai sebagaimana tercantum pada
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Lampiran II Peraturan ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur
Jenderal mengembalikan permohonan tersebut untuk dilengkapi.
Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan
dilengkapi.
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah
terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada
Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian.
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan yang
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal belum terpenuhi, permohonan
dikembalikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk
dilengkapi persyaratan.
Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi,
Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja menyampaikan kembali hasil penelitian kepada Direktur
Jenderal untuk ditetapkan.
Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23

(1) Izin pelaksanaan pelimpahan pemanduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal

berdasarkan usulan dari Otoritas Pelabuhan dan Unit
Penyelenggara  Pelabuhan.
(2) Dihapus.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
23a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23a
Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi pemenuhan
persyaratan terhadap permohonan yang disampaikan oleh Otoritas
Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 dalam jangka waktu 14 (empat belas) kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur
Jenderal mengembalikan permohonan tersebut untuk dilengkapi.
Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan
dilengkapi.
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah
terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada
Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian.
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(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Sekretaris
Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.

(6) Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi,
Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama S (lima) hari
kerja menyampaikan kembali hasil penelitian kepada Direktur
Jenderal untuk ditetapkan.

(7) Izin pelaksanaan pemanduan diberikan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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No. Proses Nama Jabatan Tar;gga Paraf
o . PH. Karo Hukum dan
1. |Diperiksa | Hary Kriswanto KSLN
2. |Disetuyjui | Bobby R. Mamahit | Dirjen Hubla
3. |Disetujui Sgntoso Eddy Sekretaris Jenderal
Wibowo




